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Pendahuluan 

Perkawinan anak merupakan salah satu isu sosial yang hingga kini masih 
menjadi tantangan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun telah 
ada berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini, angka perkawinan anak tetap 
tinggi, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan 

INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 
2019 mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor 
yang memengaruhi tingginya angka perkawinan anak dan tantangan dalam 
pencegahannya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, 
penelitian ini dilaksanakan di beberapa daerah di Pandeglang Selatan, yakni Cibaliung, 
Cikeusik, Sumur, dan Cimanggu. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan lima 
informan, yaitu Ani, Lilis, Fatimah, Eka, dan Rini, yang telah menikah di bawah usia 19 tahun, 
serta instansi terkait yang terlibat dalam kebijakan perkawinan anak. Teknik pengambilan 
data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah 
menaikkan batas usia perkawinan, praktik dispensasi perkawinan masih umum terjadi, 
terutama di daerah pedesaan. Faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya kesadaran 
masyarakat berperan besar dalam hal ini. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut 
belum diimbangi dengan pengawasan yang efektif, yang menyebabkan banyak anak masih 
terjebak dalam siklus perkawinan dini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk 
mencapai tujuan perlindungan anak secara optimal, diperlukan langkah-langkah strategis 
yang meliputi edukasi masyarakat tentang dampak perkawinan anak, penguatan 
penegakan hukum, serta kerjasama lintas sektoral untuk menurunkan angka perkawinan 
anak secara signifikan di Indonesia. 
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akses pendidikan yang signifikan (Kurniawati & Wardani, 2021; Rahadianti & Muslim, 
2023). Secara global, praktik ini telah mengalami fluktuasi (Az-Zahra, 2023). Menurut 
laporan UNICEF tahun 2018, sekitar 21% perempuan di dunia telah menikah sebelum 
mencapai usia 19 tahun (KemenPPPA, 2020), angka ini mengalami penurunan jika 
dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya yang mencapai 25%. Namun demikian, 
jumlah ini tetap sangat mengkhawatirkan karena masih terdapat sekitar 650 juta 
perempuan di dunia yang menikah di usia anak. 

Di Indonesia, perkawinan anak terjadi di berbagai wilayah, baik di perkotaan 
maupun pedesaan, dengan kecenderungan lebih tinggi di daerah pedesaan (Agustin 
et al., 2021). Sebelum adanya perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 
Perkawinan, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 59,65% pada tahun 2015, 
menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (Badan Pusat Statistik, 2021). Provinsi 
Lampung menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, mencapai 63,07%, sedangkan 
Provinsi Aceh menjadi yang terendah dengan 51,56% (BPS, 2017). Perkawinan anak 
tidak hanya menjadi masalah lokal, namun juga nasional yang memerlukan perhatian 
lebih dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.Meski telah ada 
perubahan kebijakan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan 
batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, 
tantangan dalam penegakan kebijakan ini masih sangat besar (Zuhrah, 2021). Banyak 
kasus perkawinan anak tetap terjadi, baik melalui dispensasi pengadilan maupun di 
luar mekanisme hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan 
kultural yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. 

Sebelum adanya perubahan tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
menetapkan bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan 
perempuan hanya 16 tahun. Ketimpangan ini mencerminkan persepsi tradisional 
tentang peran gender dalam masyarakat, di mana perempuan dianggap siap menikah 
lebih dini daripada laki-laki (Mandariati & Irfan, 2019). Perbedaan batas usia ini juga 
menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap tekanan sosial untuk 
menikah lebih awal. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, 
telah tercipta kesetaraan dalam batas usia perkawinan bagi kedua jenis kelamin. 
Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini belum maksimal, mengingat masih 
banyaknya tantangan yang harus diatasi, baik dari segi budaya, sosialisasi kebijakan, 
maupun komitmen para pemangku kepentingan untuk menjalankannya secara 
konsisten. 

Perubahan kebijakan diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan anak 
serta memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang 
secara optimal, baik dari segi fisik maupun mental (Bappenas, 2020; Sugiarti & 
Tridewiyanti, 2021). Hal ini juga diharapkan dapat menekan angka kelahiran dan 
menurunkan risiko kematian ibu dan anak, yang merupakan masalah serius terkait 
dengan kehamilan pada usia dini. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa 
masyarakat masih mencari cara untuk menyiasati batasan usia tersebut melalui 
mekanisme dispensasi perkawinan (Izzati Choirina & Mifta aliza, 2023). Dispensasi ini 
merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk 
membolehkan perkawinan di bawah umur, yang umumnya diberikan dengan alasan 
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ekonomi, sosial, atau tekanan keluarga (Gussevi et al., 2023; Kurniawati & Wardani, 
2021). 

Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah ditetapkan untuk 
menaikkan batas usia minimal perkawinan, data menunjukkan bahwa angka 
perkawinan anak masih menjadi tantangan signifikan. Data dari BPS dan KemenPPPA 
(2020) mencatat bahwa meskipun terdapat tren penurunan setelah penerapan 
kebijakan tersebut, angka perkawinan anak pada tahun 2020 masih berada di angka 
lebih dari 10% (10,35%) dari total populasi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021; 
KemenPPPA, 2020). Plan International, sebuah organisasi pengembangan 
masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak 
dan kesetaraan anak perempuan, menetapkan target agar angka perkawinan anak 
turun menjadi 8,74%. Target ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 16 
Tahun 2019, yang bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak melalui 
peningkatan batas usia minimal perkawinan. Namun, realisasi target ini masih jauh 
dari harapan (Az-Zahra, 2023). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kasus 
perkawinan anak di pedesaan mencapai 13,73%, jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan wilayah perkotaan yang hanya mencapai 7,18%. 

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di 
Indonesia sangat beragam. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama (Khaerani, 
2019). Banyak keluarga yang menikahkan anak-anak mereka di usia muda sebagai 
upaya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam kondisi seperti ini, anak 
perempuan sering kali dipandang sebagai beban yang harus segera dikurangi, dan 
pernikahan dianggap sebagai solusi untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi 
mereka (Indanah et al., 2020). Kondisi ini terutama terjadi di wilayah pedesaan, di 
mana akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan sangat terbatas 
(Mandariati & Irfan, 2019). 

Selain faktor ekonomi (Ratnasari et al., 2021; Syarifatunisa, 2017), faktor budaya 
juga memainkan peran penting dalam mempertahankan praktik perkawinan anak. Di 
banyak komunitas, terutama di wilayah pedesaan, norma-norma sosial yang kuat 
menganggap bahwa menikah pada usia muda adalah hal yang wajar atau bahkan 
diharapkan. Budaya patriarki yang masih kuat membuat perempuan sering kali tidak 
memiliki pilihan dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Tekanan dari 
keluarga atau komunitas untuk menikah segera setelah pubertas masih menjadi 
kenyataan di banyak daerah (Priohutomo, 2018). Tradisi dan keyakinan agama 
tertentu juga sering kali menjadi pendorong bagi orang tua untuk menikahkan anak 
mereka di usia dini. 

Faktor pendidikan juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka 
perkawinan anak (Morrow & Clark, 2020). Anak-anak yang putus sekolah atau tidak 
memiliki akses terhadap pendidikan yang layak lebih rentan untuk dinikahkan 
(Fernandes, 2023). Pendidikan yang rendah sering kali mempersempit pilihan masa 
depan anak perempuan, sehingga pernikahan dianggap sebagai satu-satunya jalan 
keluar. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga berkorelasi dengan rendahnya 
kesadaran akan risiko kesehatan dan sosial yang terkait dengan perkawinan anak 
(Colquhoun & Nilan, 2020; S. Depari et al., 2023). Banyak keluarga di pedesaan yang 
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tidak memahami dampak negatif dari perkawinan anak terhadap kesehatan 
reproduksi dan psikologis anak perempuan. 

Salah satu celah dalam penegakan kebijakan batas usia minimal perkawinan 
adalah mekanisme dispensasi. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah 
menaikkan usia minimal perkawinan, dispensasi perkawinan memungkinkan anak-
anak untuk tetap menikah di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yang 
diajukan oleh keluarga. Dispensasi ini sering kali diberikan dengan persetujuan 
pengadilan, dan angka permohonannya terus meningkat (Gussevi et al., 2023; 
Kurniawati & Wardani, 2021). Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa 
permohonan dispensasi perkawinan melonjak drastis sejak perubahan undang-
undang, menandakan bahwa banyak keluarga masih merasa perlu untuk menikahkan 
anak-anak mereka di usia dini, meskipun ada batasan hukum yang lebih ketat. 

Laporan bersama UNICEF, BPS, dan Bappenas mengenai pencegahan 
perkawinan anak menyarankan bahwa penguatan hukum dan kebijakan, serta 
peningkatan akses terhadap pendidikan dan perlindungan sosial, adalah langkah-
langkah yang harus dilakukan untuk memastikan penurunan angka perkawinan anak 
di Indonesia (Bappenas, 2020; Hakiki et al., 2020; KemenPPPA, 2020). Edukasi yang 
lebih baik tentang hak-hak anak dan risiko perkawinan dini sangat penting, khususnya 
di wilayah pedesaan. Selain itu, kebijakan perlindungan sosial yang lebih baik, 
termasuk program bantuan untuk keluarga miskin, dapat membantu mengurangi 
tekanan ekonomi yang sering kali menjadi alasan utama bagi perkawinan anak 
(Khaerani, 2019). 

Dalam hal ini, peran pemerintah pusat dan daerah sangat krusial (Rahadianti & 
Muslim, 2023). Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang telah 
ditetapkan, termasuk pengaturan mengenai dispensasi perkawinan, 
diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memerlukan 
koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk pengadilan, 
dinas sosial, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan bahwa hak-hak anak 
dilindungi secara menyeluruh (Judiasih et al., 2020). Selain itu, organisasi masyarakat 
sipil, termasuk LSM dan komunitas lokal, juga perlu dilibatkan dalam upaya 
pencegahan perkawinan anak, dengan fokus pada pemberdayaan anak-anak 
perempuan dan keluarga mereka. 

Secara de facto, perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan belum 
sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia 
(Nurcahaya, 2024; Sugiarti & Tridewiyanti, 2021). Masih banyak ruang untuk 
perbaikan, terutama dalam hal pelaksanaan dan pengawasan kebijakan di lapangan. 
Dispensasi perkawinan, yang seharusnya menjadi pengecualian dalam kasus-kasus 
tertentu, justru telah menjadi mekanisme yang banyak digunakan untuk menyiasati 
batas usia minimal perkawinan (Hernawan & Widigdo, 2023). Kondisi ini menunjukkan 
bahwa perubahan kebijakan tidak cukup tanpa adanya evaluasi dan penguatan 
implementasi. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk 
mengeksplorasi bagaimana kebijakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 
diimplementasikan di lapangan. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
memengaruhi tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Dengan pemahaman 
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yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor terkait, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif 
dalam melindungi hak-hak anak dan mengurangi prevalensi perkawinan anak di 
Indonesia. 

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori kebijakan publik dan perlindungan 
anak (MacPherson, 1989). Teori kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh 
MacPherson, digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi regulasi serta 
mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait perkawinan anak. Di sisi lain, teori 
perlindungan anak berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut 
mampu melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka, dengan 
menyoroti upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan 
mendukung bagi anak-anak. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus 
menurut (Creswell, 2014, 2016), yang berfokus pada wilayah Pandeglang Selatan, 
khususnya daerah Cibaliung, Cikeusik, Sumur, dan Cimanggu. Sasaran informan 
terdiri dari lima orang yang telah melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, 
yaitu Ani, Lilis, Fatimah, Eka, dan Rini (nama inisial). Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan serta observasi 
lapangan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi praktik 
perkawinan anak di wilayah tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif 
untuk mengidentifikasi pola-pola implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang 
memengaruhi tingginya angka perkawinan anak di daerah penelitian. 

Analisis data akan dilakukan dengan cara mengeksplorasi pengalaman subjek 
penelitian terkait implementasi kebijakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta 
tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam upaya menegakkan batas usia 
perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam 
mengenai pelaksanaan kebijakan perkawinan anak di Indonesia dan memberikan 
rekomendasi yang dapat memperbaiki kebijakan tersebut ke depannya. 
 
Pembahasan  

Perkawinan memiliki peran strategis dalam tatanan kehidupan masyarakat 
Indonesia, di mana institusi ini menjadi fondasi untuk membangun keluarga baru. 
Keluarga dianggap sebagai unit sosial terkecil yang memegang peranan penting 
dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam konteks ini, 
pernikahan bukan hanya sekadar ikatan pribadi antara dua individu, tetapi juga 
melibatkan berbagai aspek sosial (KemenPPPA, 2020), ekonomi (Indanah et al., 
2020), dan budaya (Az-Zahra, 2023) yang berdampak pada kesejahteraan individu dan 
komunitas secara keseluruhan. Namun, praktik perkawinan anak menjadi sebuah 
tantangan serius yang mengancam tujuan tersebut, terutama ketika 
mempertimbangkan hak-hak anak dan perkembangan mereka yang optimal. 

Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai batas usia 
perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Zuhrah, 2021), 
penyimpangan terhadap kebijakan ini masih terus terjadi. Angka perkawinan anak di 
Indonesia sebelum adanya revisi kebijakan sangat mengkhawatirkan, dengan data 
menunjukkan bahwa antara tahun 2012 hingga 2015, sekitar 50% anak di Indonesia 
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telah melangsungkan pernikahan di bawah usia yang seharusnya (BPS, 2017). Dari 34 
provinsi, terdapat 15 provinsi yang mengalami kenaikan angka perkawinan anak dari 
tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada usaha untuk mengurangi 
angka perkawinan anak melalui regulasi, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. 
Fenomena ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang 
ada dan keterlibatan lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, 
masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang 
lebih aman bagi anak-anak dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. 
 

Gambar 1. Perkawinan Anak 2012-2014 
Sumber: (BPS, 2017) 

 

 
Sajian tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2012-2014 angka perkawinan terus 

melonjak. Dari 34 provinsi penulis mengambil 3 provinsi tertinggi yang tercatat 
melakukan perkawinan anak, yaitu Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, dan Provinsi Jawa 
Timur, yang masing masing daerah menyentuh angka lebih dari 60% kasus 
perkawinan dari total jumlah penduduk daerah (BPS, 2017). Total 34 provinsi tercatat 
kasus perkawinan anak, Indonesia juga mengalami kenaikan selama 3 tahun 
kebelakang. Dalam 3 tahun terakhir, selanjutnya terdapat data tercatat pada tahun 
2015. 

Dalam konteks perkawinan anak di Indonesia, meskipun kebijakan batas usia 
dalam UU No. 16 Tahun 2019 sudah diterapkan, temuan menunjukkan bahwa 
dispensasi perkawinan masih menjadi celah yang banyak digunakan oleh masyarakat 
untuk menyiasati batasan usia minimal perkawinan. Hal ini mencerminkan lemahnya 
pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan (Heryanti, 2021; Sugiarti & 
Tridewiyanti, 2021). Berdasarkan data lapangan, kasus dispensasi cenderung lebih 
tinggi di wilayah pedesaan, di mana norma budaya dan kondisi ekonomi sering kali 
menjadi alasan yang kuat bagi keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka di usia 
muda. Dengan demikian, kebijakan ini perlu dikaji ulang, khususnya dalam 
memperketat mekanisme dispensasi dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi 
pelanggaran. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan tren yang signifikan dalam praktik perkawinan 
anak di Indonesia, terutama sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang No. 16 
Tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan. Meskipun regulasi ini bertujuan 
untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini, angka perkawinan anak 
tetap tinggi, terutama di daerah pedesaan. Data menunjukkan bahwa angka 
perkawinan anak di pedesaan mencapai 18% pada tahun 2015, menurun menjadi 
13,73% pada tahun 2021. Sementara itu, angka perkawinan anak di perkotaan masih 
berada di sekitar 7,18% pada tahun 2019. Perbedaan mencolok ini mencerminkan 
pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasari praktik perkawinan 
anak, di mana masyarakat di pedesaan cenderung lebih terikat pada tradisi dan 
norma yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa. 

Teori kebijakan publik digunakan dalam analisis ini untuk mengevaluasi 
efektivitas implementasi regulasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait 
perkawinan anak. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah diterapkan, hasil wawancara 
dengan tiga narasumber, termasuk pejabat dinas dan aktivis perlindungan anak, 
mengindikasikan bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak 
masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menunda perkawinan, 
sehingga praktik dispensasi perkawinan masih marak terjadi. 

Di beberapa daerah yang mematuhi regulasi, seperti DKI Jakarta, terdapat 
program pendidikan dan sosialisasi yang lebih terstruktur, yang berhasil menurunkan 
angka perkawinan anak. Namun, di daerah lain, terutama di wilayah pedesaan, angka 
perkawinan anak tetap tinggi. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini mencerminkan 
pentingnya penegakan hukum yang tegas dan pendidikan yang menyeluruh untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak anak. 

Faktor budaya dan tradisi yang kuat dalam masyarakat berperan besar dalam 
terjadinya perkawinan anak. Di banyak daerah, pernikahan dini dipandang sebagai 
solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau sebagai cara untuk mengatasi 
masalah ekonomi. Dalam wawancara, salah satu narasumber (Ani) mengungkapkan, 
“Tradisi menikahkan anak perempuan di usia muda sudah menjadi hal biasa di desa 
kami, sehingga sulit untuk mengubah pandangan tersebut tanpa adanya edukasi yang 
memadai.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk 
melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka tentang hak anak dan dampak jangka 
panjang dari praktik perkawinan dini. 

Kritik terhadap kebijakan dan implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 
mengungkapkan adanya kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan secara 
seksama. Salah satu kelebihan utama dari kebijakan ini adalah upaya untuk 
menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 
Dengan adanya peningkatan batas usia tersebut, diharapkan dapat memberikan 
kesempatan lebih bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan 
mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum memasuki jenjang pernikahan. 
Kebijakan ini seharusnya berfungsi sebagai langkah preventif untuk mengurangi 
angka perkawinan anak, yang sering kali berdampak negatif pada kesehatan dan 
pendidikan anak, terutama anak perempuan. 

Namun, meskipun ada potensi positif, kelemahan utama terletak pada 
kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam 
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implementasi kebijakan ini. Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan regulasi baru ini karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai 
pentingnya batas usia perkawinan. Selain itu, praktik dispensasi perkawinan yang 
masih marak menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang ditetapkan, 
pelaksanaannya sering kali tidak konsisten. Tanpa pengawasan yang ketat, dispensasi 
ini dapat dilakukan dengan mudah, dan anak-anak tetap terjebak dalam siklus praktik 
yang merugikan, di mana hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang 
terabaikan. 

Sebagai contoh, dalam banyak kasus, orang tua merasa terpaksa untuk 
menikahkan anak mereka di usia dini karena tekanan sosial atau tradisi yang 
mendalam. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dan 
realitas sosial di lapangan. Penegakan hukum yang lemah juga dapat mengakibatkan 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang ada. Tanpa 
adanya upaya yang serius untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 
dampak negatif dari perkawinan anak, serta tanpa pengawasan yang efektif dari 
pihak berwenang, kebijakan ini mungkin tidak akan mencapai tujuannya. 

Dalam wawancara dengan beberapa lima perempuan yang sudah melakukan 
perkawinan di bawah usia 19 tahun di Pandeglang, mereka mengungkapkan bahwa 
banyak yang merasa terpaksa untuk menikahkan anak mereka di usia dini karena 
tekanan sosial atau tradisi yang mendalam. Seperti yang disampaikan Ani, "Di sini, 
kalau anak perempuan sudah dianggap cukup umur menurut adat, orang tua sering 
merasa malu jika anaknya belum menikah. Jadi, mereka seperti tidak punya pilihan 
lain”. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dan 
realitas sosial di lapangan. Selain itu, Fatimah, juga menambahkan, "Lagian jarang ada 
sosialisasi soal itu. Kalau ada pun, hanya di sekolah. Sementara, banyak anak yang 
menikah itu sudah putus sekolah".  

Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya edukasi ini juga tercermin dalam 
pandangan Eka yang mengatakan, "Kalau hanya membuat aturan, tapi tidak diawasi 
atau ditegakkan, orang-orang tidak akan percaya. Selain itu, perlu ada penyuluhan yang 
rutin, bukan hanya sekali-sekali". Tanpa adanya upaya yang serius untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan 
anak, serta tanpa pengawasan yang efektif dari pihak berwenang, kebijakan ini 
mungkin tidak akan mencapai tujuannya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Rini, 
yang menyatakan, "Bahkan ada yang jelas-jelas di bawah umur, tapi tetap dapat 
dispensasi dari pengadilan. Jadi, masyarakat merasa hukum itu cuma formalitas saja”. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif 
yang melibatkan edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan baru ini, serta 
penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik dispensasi perkawinan. 
Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga 
non-pemerintah dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan kesadaran yang lebih 
besar mengenai hak anak dan bahaya dari perkawinan dini. Hanya dengan langkah-
langkah tersebut, diharapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat 
diimplementasikan dengan lebih efektif dan dapat memberikan perlindungan yang 
lebih baik bagi anak-anak di Indonesia. 
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Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di masa depan, beberapa 
rekomendasi dapat dipertimbangkan: 
 

1. Edukasi dan Penyuluhan: Melakukan program edukasi yang lebih intensif 
mengenai hak anak dan konsekuensi dari perkawinan dini. Masyarakat perlu 
diberi pemahaman tentang dampak jangka panjang dari perkawinan anak 
terhadap kesehatan dan pendidikan. 

2. Penguatan Penegakan Hukum: Mengembangkan mekanisme pengawasan 
yang lebih ketat terhadap praktik dispensasi perkawinan. Penegakan hukum 
yang tegas diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang melanggar 
regulasi. 

3. Kolaborasi dengan Lembaga Sosial: Mendorong kerjasama antara 
pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan 
lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak, termasuk akses pendidikan 
dan program kesejahteraan sosial. 

4. Pendekatan Budaya: Menggandeng tokoh masyarakat dan pemuka agama 
untuk membantu mengubah pandangan masyarakat tentang perkawinan 
anak, dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal. 

 
Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai 

pihak, diharapkan upaya pencegahan perkawinan usia anak dapat lebih terarah dan 
efektif dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Kebijakan yang baik harus 
mampu mengakomodasi perspektif hak anak yang holistik, mulai dari akses terhadap 
pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan dari eksploitasi. Pemerintah 
perlu memastikan bahwa regulasi yang ada bukan hanya diterapkan, tetapi juga 
diiringi oleh pengawasan yang ketat dan mekanisme penegakan hukum yang kuat. 
Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya ini, mengingat 
banyaknya praktik perkawinan anak yang terjadi di tingkat lokal akibat tekanan sosial 
dan budaya. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, kebijakan yang dibuat mungkin tidak 
akan sepenuhnya efektif. 

Selanjutnya, upaya peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat 
mengenai bahaya perkawinan usia anak harus menjadi prioritas. Pendidikan tidak 
hanya ditujukan pada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua, komunitas, dan 
pemimpin lokal. Program-program sosialisasi mengenai dampak negatif dari 
perkawinan anak, baik secara fisik maupun mental, harus disampaikan secara inklusif 
dan berkelanjutan. Kesadaran mengenai pentingnya menunda usia perkawinan 
sampai anak benar-benar siap dari segi fisik, emosional, dan ekonomi sangat krusial 
untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya.  

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, serta 
komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan dalam pencegahan perkawinan anak. 
Dalam penutup, penting untuk menegaskan bahwa upaya perlindungan hak anak 
bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama yang memerlukan 
keseriusan dan komitmen dari semua elemen masyarakat. Jika seluruh elemen ini 
dapat bersinergi, maka kita akan mampu menciptakan lingkungan yang aman, 
mendukung, dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. 
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Penutup 

Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menunjukkan upaya serius 
pemerintah untuk meningkatkan batas usia perkawinan dengan tujuan melindungi 
hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Meskipun kebijakan ini memiliki 
potensi untuk mengurangi angka perkawinan anak dalam jangka panjang, tantangan 
signifikan dalam implementasinya tetap ada. Ketidakpatuhan terhadap regulasi, 
maraknya praktik dispensasi perkawinan, serta kurangnya mekanisme pengawasan 
yang efektif menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi 
terus-menerus terhadap implementasi kebijakan ini untuk mengidentifikasi 
kekurangan dan memperbaiki efektivitasnya. 

Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perkawinan anak, 
seperti norma budaya, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan, perlu 
diperhatikan dengan seksama. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses sosialisasi 
dan pendidikan terkait dampak negatif dari perkawinan dini serta hak-hak anak yang 
harus dilindungi. Penguatan penegakan hukum dan kerjasama antara pemerintah, 
lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan 
lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Upaya ini akan membantu menurunkan 
angka perkawinan anak, tetapi juga akan memastikan bahwa anak-anak memiliki 
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan 
penuh kasih. 

Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini sangat penting untuk menilai 
efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, terutama 
dalam hal implementasi dan faktor-faktor penghambat yang ada. Dengan langkah-
langkah yang tepat dan kolaborasi yang erat antara semua pihak, harapan untuk 
mengurangi praktik perkawinan anak di Indonesia menjadi lebih realistis. 
Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama, dan melalui tindakan kolektif, 
kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki masa depan yang lebih baik dan 
lebih cerah. 
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